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ABSTRAK

Raden Rizka Saniyyah NIM. 16110850. IMPLEMENTASI AKAD RAHN
TASJILY DALAM FATWA DSN MUI NO: 68/DSN-MUI/IN1/2008 PADA
PRODUK ARRUM BPKB DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG
ISLAMIC CENTRE BEKASI. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah) Fakultas Syariah Institut Ilmu Qur’an (IIQ) Jakarta, 1442 H/ 2020
M.

Perkembangan sistim ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami
kemajuan yang pesat. Masyarakat telah mengenal, mengetahui dan bahkan
menggunakan jasa/produk dari lembaga keuangan syariah. Agar lembaga
keuangan syariah benar-benar berbasis syariah dibentuklah Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Untuk mewujudkan visi dan
misinya, DSN-MUI mengeluarkan fatwa-fatwa yang merupakan hukum positif
yang mengikat yang harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Salah satu
fatwanya adalah Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/111/2008 tentang Rahn
Tasjily. Pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah
mengelola berbagai jasa/produk berbasis syariah antara lain Arrum BPKB.
Pada pelaksanaannya, Arrum BPKB menggunaan akad rahn tasjily.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan akad rahn tasjily
di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi, serta kesesuaian
syariahnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan
yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang
diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Penulis mendapatkan data dan
informasi melalui wawancara pribadi dan dokumentasi langsung di lapangan.
Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis data hasil studi lapangan dan
mengkaji kesesuaian syariahnya berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan ARRUM BPKB di
Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi menggunakan akad rahn
tasjily. Kesesuaian syariah pada pelaksanaan pembiayaan dengan akad rahn
tasjily di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi berdasarkan Fatwa
No. 68/DSN-MUI/111/2008 tentang rahn tasjily dan fatwa telah terpenuhi,
yakni dengan terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut.

Kata kunci: Rahn Tasjily, Pegadaian Syariah, Fatwa DSN-MUI
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ABSTRACT

Raden Rizka Saniyyah NIM. 16110850. IMPLEMENTATION OF AKAD
RAHN TASJILY IN FATWA DSN MUI NO: 68 / DSN-MUI / 111 / 2008 IN
BPKB ARRUM PRODUCTS IN PEGADAIAN SYARIAH BRANCH
ISLAMIC CENTER BEKASI. Sharia Economic Law Study Program
(Muamalah), Sharia Faculty, Institute of Qur'an Science (11Q) Jakarta, 1442 H
/2020 M.

The development of the sharia economic system in Indonesia has
progressed rapidly. People already know, know and even use the services /
products of Islamic financial institutions. In order for Islamic financial
institutions to be truly based on sharia, a National Sharia Council-Indonesian
Ulema Council (DSN-MUI) was formed. To realize its vision and mission, the
DSN-MUI issued fatwas which are binding positive laws that sharia economic
actors must obey. One of the fatwa is the DSN-MUI Fatwa No. 68 / DSN-MUI
/ 111 / 2008 concerning RahnTasjily. Sharia pawnshops as a sharia financial
institution manage various sharia-based services / products, including Arrum
BPKB. In its implementation, Arrum BPKB uses the rahntasjily contract.

The purpose of this study was to analyze the implementation of the
rahntasjily contract at the Islamic Center Bekasi Branch of Sharia Pawnshop,
as well as the suitability of its sharia based on the DSN-MUI Fatwa. The
research method used is qualitative research methods with juridical normative
and empirical juridical approaches. This study uses primary data, namely data
obtained directly from the object to be studied. The author obtains data and
information through personal interviews and direct documentation in the field.
Data processing is carried out by analyzing the data from the results of field
studies and reviewing the suitability of sharia based on the provisions of the
DSN-MUI Fatwa.

The results of this study indicate that the BPKB ARRUM Financing
at the Islamic Center Bekasi Branch Islamic Pawnshop uses the rahntasjily
contract. The suitability of sharia in the implementation of financing with the
rahntasjily contract at the Islamic Center Bekasi Branch Sharia Pawnshop
based on Fatwa No. 68 / DSN-MUI / 111 / 2008 regarding rahntasjily and fatwa
have been fulfilled, namely by implementing the provisions in the fatwa.

Keywords: RahnTasjily, Sharia Pawnshop, Fatwa DSN-MUI
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana untuk keperluan
tertentu atau sedang benar-benar membutuhkan dana darurat, meminjam
uang merupakan pilihan terakhir ketika dana tabungan/simpanan sudah
tidak lagi mendukung. Ketika orang-orang terdekat sudah tidak bisa lagi
diandalkan, banyak orang berpikir program pinjaman uang yang ada di
Indonesia patut dipertimbangkan.

Ada banyak alasan mengapa seseorang melakukan pinjaman uang.
Selain untuk dana darurat seperti biaya sekolah atau biaya pengobatan,
pinjaman uang juga dilakukan bagi mereka yang ingin menyelamatkan
usaha/bisnis yang hampir bangkrut atau kekurangan modal untuk
mengembangkan usaha/bisnis yang sudah ada.

Untuk mendapatkan dana pinjaman, secara umum masyarakat di
Indonesia mendapatkan melalui perseorangan atau lembaga. Pinjaman
dana lembaga bisa didapatkan diantaranya melalui bank, pegadaian, dan
pegadaian syariah. Sedangkan pinjaman dana melalui perseorangan bisa
didapatkan dari rentenir. Rentenir atau yang kerap disebut lintah darat juga
masih menjadi pilihan masyarakat lantaran proses peminjaman yang
mudah dan tidak memerlukan banyak syarat. Bahkan beberapa rentenir
mampu memberikan sejumlah pinjaman tanpa jaminan apapun.

Rentenir berasal dari kata rente, yang berarti bunga. Dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia, rentenir berarti orang yang mencari nafkah dengan



membungakan uang; tukang riba; pelepas uang; lintah darat.!

Kasus maraknya praktek rentenir di Indonesia yang dianggap sebagai
bank gelap (bank ilegal) nampaknya meresahkan masyarakat namun disisi
lain rentenir disinyalir sebagai sosok yang mendukung aktivitasnya baik
secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana tidak, sebagian
masyarakat Indonesia yang cenderung tidak mau ribet dan masih awam
terhadap segala ketentuan untuk meminjam uang di bank atau lembaga
perbankan lainnya, membawa mereka pada seorang rentenir. Dengan
bunga pinjaman yang tinggi bahkan bisa melebihi uang pokok pinjaman
nampaknya tak menepis keinginan masyarakat untuk tetap meminjam pada
rentenir. Sebab, suatu keadaan terpaksa juga membuat mereka melupakan
adanya larangan tentang haramnya meminjam uang pada lintah darat
(rente) yang sangat tidak disukai oleh semua agama terlebih agama Islam
karena sifat keribaannya.?

Sosok rentenir yang sangat ditakuti namun dibutuhkan oleh
masyarakat, hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa rentenir
merupakan agen kapitalis yang seluruh aktivitasnya untuk mencari profit.
Padahal perlu disadari, bahwa pemerintah Indonesia telah lama mencoba
mendekatkan sumber daya uang sebagai modal usaha di seluruh pelosok
nusantara berupa adanya lembaga keuangan baik bank maupun non bank
sebagai lembaga formal yang siap melayani masyarakat secara hukum
dengan segala pembukuan dan format yang sesuai dengan hukum sehingga
melindungi masyarakat dari jeratan penipuan berkedok penyaluran dana
secara ilegal seperti rentenir. Bentuk nyata yang diperlihatkan pemerintah

1 Tim Penyusun Kamus, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 835.

2 Moh. Zainol Arief dan Sutrisni, Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem
Hukum Perbankan Syari’ah di Kabupaten Sumenep, Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis &
Akutansi, Volume I11, No.2, September 2013, h. 65.



tersebut merupakan wujud dari kepedulian terhadap peningkatan taraf

hidup masyarakat khususnya masyarakat berekonomi lemah.?

Masih banyaknya praktik rentenir disebabkan rentenir memiliki
karakteristik yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan formal. Secara
umum Kkarakteristik tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam jumlah berapapun, tidak ada minimal dan maksimal peminjaman.

2. Dapat dilakukan pada waktu kapan saja dan dalam keadaan apapun
walaupun dalam keadaan mendesak uang dapat dicairkan dengan cepat
tanpa beberapa prosedur yang harus dilakukan.

3. Peminjaman yang sangat mudah, sederhana, dan cenderung bersifat
terbuka tanpa melalui pengisian formulir yang begitu ribet.

4. Tanpa memberikan jaminan di muka (agunan) karena adanya rasa saling
percaya.

5. Rendahnya biaya transaksi bahkan kadang tak ada biaya transaksi.

6. Dana yang didapat tidak terbatas hanya untuk kegiatan usaha ekonomi
saja, tapi dana tersebut juga untuk kegiatan mendesak seperti untuk
biaya berobat, pendidikan, dan semacamnya.

7. Dapat dilakukan oleh semua kalangan, tidak terbatas hanya untuk
anggota saja.

8. Pihak peminjam tidak KTP, memiliki surat berharga atau barang
jaminan yang lain.*

Para rentenir sangat lihai memanfaatkan kesulitan keuangan yang
dialami oleh orang-orang disekelilingnya. Kondisi kesulitan keuangan
tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum rentenir untuk mengeruk
keuntungan walaupun di atas penderitaan masyarakat dengan memberikan

pinjaman tanpa agunan dengan bunga selangit. Sekarang, praktik rentenir

3 Moh. Zainol Arief dan Sutrisni, Praktek Rentenir, h. 67
4 Moh. Zainol Arief dan Sutrisni, Praktek Rentenir, h. 66-67



di masyarakat lebih dikenal dengan istilah bank keliling.

Para rentenir ini oleh masyarakat sering disebut sebagai bank keliing
walaupun pada kenyataannya bank-bank resmi juga ada yang
mengumpulkan danan atau mengumpulkan angsuran pinjaman nasabah
secara mobile atau ke rumah-rumah. Praktik rentenir ini pada umumnya
berkeliling ke rumah-rumah penduduk untuk memberikan pinjaman dan
pada umumnya pada golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Hasil pinjaman tersebut ada yang dijadikan modal untuk merintis usaha dan
ada pula yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kondisi ini bukannya menyelesaikan masalah, malahan justru akan
menjerumuskan mereka ke dalam masalah yang lebih besar lagi, yaitu
terbelit hutang dengan bunga yang terus-menerus berkembang. Biasanya
oknum-oknum yang menjadi petugas bank keliling ini pandai berbicara
dengan menggunakan bahasa persuasif serta ramah tamah untuk menarik
minat calon peminjam. Sebagian besar dari mereka yang meminjam dari
bank keliling kurang memiliki wawasan dan sama sekali tak menduga
bahwa kelak di masa depan mereka akan berhadapan dengan kompensasi
berat kepada pemberi pinjaman dengan bunga menggunung.

Tak hanya berpraktik sebagai bank keliling, saat ini model
peminjaman uang dengan bunga tinggi ini pun telah merambah dunia maya
alias internet (online) dalam memburu nasabah. Hal seperti ini disebut
dengan pinjaman online. Saat ini pinjaman online tengah marak di kalangan
masyarakat. Mereka mulai beralih ke pinjaman online Karena prosesnya
yang sangat cepat serta tidak membutuhkan jaminan. Prosesnya juga 100
% dilakukan secara online tanpa kesulitan yang berarti. Namun dengan

semua kemudahan yang diberikan pinjaman online ini membebankan



bunga yang cukup besar yaitu mula dari 10 % - 30 %.

Banyaknya dampak negatif dan kesengsaraan yang ditimbulkan oleh
praktik rentenir telah membuka mata masyarakat Indonesia. Mayoritas
masyarakat sudah paham betul bahwa meminjam uang dari rentenir tidak
menyelesaikan masalah keuangan yang mereka hadapi. Justru akan
menambah masalah mereka di masa yang akan datang.

Sebagian masyarakat sudah mulai meninggalkan rentenir, dan mulai
beralih meminjam uang dari bank atau koperasi, ketika mereka mengalami
kesulitan dana. Hanya saja, meminjam uang dari bank atau koperasi selain
banyaknya administrasi yang harus dipenuhi, juga membutuhkan waktu
yang cukup lama. Meminjam uang di bank tidak mudah. Produk-produk
pinjaman bank rata-rata mencantumkan syarat yang relatif sulit dipenuhi
dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk melakukan verifikasi dan
survey lapangan.

Dampak negatif rentenir dan sulitnya mendapatkan pinjaman dari
bank, membuat masyarakat berusaha mencari alternatif lembaga pinjaman.
Lembaga berkekuatan hukum lain yang juga bisa menjadi alternatif
mendapatkan pendanaan adalah pegadaian. Perusahaan BUMN ini sudah
lama dipercaya masyarakat untuk mengatasi masalah pendanaan dengan
risiko ringan dan proses yang cepat. Calon nasabah pegadaian hanya perlu
membawa barang berharga ke pegadaian untuk ditukar dengan dana segar.
Proses berlangsung cukup singkat. Pegadaian sangat terkenal di masyarakat
dengan jargonnya “mengatasi masalah tanpa masalah”. ®

Masalah memang selalu bisa menerpa kehidupan siapa saja. Salah

5 https://pegadaiansyariah.co.id/web/ diakses pada tanggal 07 September 2020 pukul
20.43 WIB
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satu contoh masalah yang tidak henti menjerat masyarakat adalah perihal
keuangan. Pada sekali waktu, seseorang mungkin saja membutuhkan dana
untuk keperluan pembayaran sekolah atau tagihan lainnya, namun tidak ada
dana di tangan ketika itu. Contoh lainnya, seseorang melihat peluang usaha
yang bagus, namun tidak memiliki modal untuk mengeksekusinya. Itu
semua merupakan masalah keuangan yang wajar terjadi pada kehidupan
siapa saja.

Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut adalah
dengan meminjam dana dari perseorangan atau pun lembaga. Pada tahun-
tahun sebelum terbentuknya pegadaian, banyak masyarakat Nusantara
yang akhirnya terlilit dalam utang karena meminjam dana pada para
rentenir. Bunga yang tinggi dan terus bertumbuh membuat peminjam
akhirnya hanya dapat mengembalikan bunga pinjaman, sedangkan pokok
pinjaman terus berbunga ke angka yang lebih besar.

Menyadari tidak sehatnya peminjaman yang demikian, hadirlah
lembaga pegadaian yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang
membutuhkan dana mendesak. Masyarakat dapat melakukan pinjaman
dengan memberikan jaminan BPKB mobil atau sertifikat rumah/tanah, bisa
juga berupa emas atau pun yang lainnya. Dana yang dipinjamkan juga tidak
bisa sesuka hati karena mesti berdasarkan nilai dari benda yang menjadi
penjaminnya. Nasabah baru dapat mengambil kembali jaminan bendanya
setelah menyetorkan uang yang sempat dipinjamnya dalam jangka waktu
tertentu. Ada bunga dalam pengembalian tersebut, namun tertentu
persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan saat meminjam kepada

rentenir..


https://www.cermati.com/artikel/cari-pinjaman-uang-ini-empat-tempat-untuk-mendapatkannya

Inilah yang dimaksud dengan jargon “mengatasi masalah tanpa
masalah”. Dengan memberikan jaminan berupa benda berharga lainnya,
uang yang nasabah dapat dalam proses gadai sebenarnya adalah nilai dari
benda tersebut. Kalaupun nasabah tidak dapat menebusnya kembali akibat
tidak ada dana untuk pengembalian pinjaman, Anda tidak akan terlilit
utang. Itu karena pihak pegadaian hanya akan menganggap barang jaminan
nasabah sebagai miliknya, yang nilainya sudah dibayarkan kepada nasabah
dalam bentuk mula pinjaman.

Tujuan utama dari pegadaian adalah memberikan solusi pendanaan
yang cepat untuk pengembangan usaha atau keperluan yang tidak terduga
melalui kredit berbasis gadai dan fidusia. Tidak hanya peminjaman kredit,
pegadaian pun menyediakan kegiatan keuangan lainnya untuk
memudahkan masyarakat, seperti pelayanan jasa titipan barang berharga
dan jasa transfer atau pun pembayaran.

Pinjaman dana baik dari rentenir, bank atau pegadaian konvensional,
bagi masyarakat muslim di Indonesia “dipandang haram” karena menganut
sistem bunga atau riba. Mengakomodir pemahaman dan sudut pandang
tentang bunga atau riba ini, maka dibentuklah pegadaian syariah sebagai
salah satu lembaga keuangan syariah yang melayani perihal gadai.

Aktivitas lembaga keuangan syariah dipandang sebagai tempat bagi
masyarakat modern kepada pelaksanaan ajaran Al-Qur’an At-Ta’awun,
yang artinya saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat
untuk perbaikan. Seperti diketahui pembangunan ekonomi dan bisnis umat
Islam banyak mendapatkan peranan dari para pelaku yang profesional
teknologi dan manajemen usahanya, tetapi hendaknya mereka juga harus

menguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah.®

S1khwan Abidin Basri, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: PT.
Bumi Aksan, 2008), h. 3



Sistem ekonomi syariah belakangan banyak mendapatkan perhatian
dari berbagai kalangan baik praktisi, akademis maupun masyarakat pada
umumnya. Perkembangan sistem syariah di Indonesia telah mengalami
kemajuan yang pesat, masyarakat telah mengenal, mengetahui dan bahkan
menggunakan jasa/produk dari lembaga keuangan syariah.

Produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah
tentu harus berbasis syariah yang pada dasarnya memiliki karakteristik,
misalnya menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang
diperdagangkan, tidak memungut bunga dalam berbagai produk karena itu
termasuk riba.” Lembaga keuangan syariah memberikan solusi umat untuk
dapat keluar dari sistem bunga dan praktik riba yang diharamkan Allah
SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Bagarah: 278.

} 1]
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“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang
mukmin.” (QS. Al-Bagarah [2]: 278)

Al-Qur’an Surah Al-Bagarah: 279.

Yrﬁ‘r‘w)wrﬁ; SN By a2 ﬁb}'wrjdb
55}”.’.’1&; E)!)/’ !f./.

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang
(dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu
berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan
tidak dizalimi (dirugikan).” (QS. Al-Bagarah [2]: 279)

"Burhanudin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Ul Perss,
2008), h. 2



Menurut riwayat lbnu Jarir, ayat 278 dan 279 ini diturunkan
berhubungan dengan kesepakatan ‘Abbas bin ‘Abdul Muththalib dengan
seseorang dari Bani Mugirah. Mereka sepakat pada zaman jahiliah untuk
meminjamkan uang yang disertai bunga kepada orang dari golongan Tsaqif
dan Bani Amar yaitu Amar bin Umair. Setelah Islam datang mereka masih
mempunyai sisa riba yang besar dan mereka ingin menagihnya, maka
turunlah ayat ini.®

Menurut riwayat lbnu Juraij: Bani Tsaqif telah mengadakan
perjanjian damai dengan Nabi Muhammad saw, dengan dasar bahwa riba
yang mereka berikan kepada orang lain dan riba yang mereka terima
dihapuskan.®

Ayat ini menerangkan ancaman bagi orang yang tidak mau
meninggalkan riba. Dan perang biasanya menunjukkan pada pembunuhan.
Dan ayat ini juga menerangkan bahwa setelah taubat, orang yang bertaubat
riba dapat mengambil kembali modal dasar yang dimiliki sebelumya, dan
diterangkan juga bahwa mereka dilarang berbuat zalim dengan cara
mengambil riba atau mengambil lebih dari modal dasar yang dimiliki
sebelumnya.l® Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu Pegadaian
Syariah.

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama
dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua
terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di benua Eropa
dan kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. Demikian pula di

Indonesia, praktik gadai sudah berlangsung sangat lama, yaitu warga

8 Al-Imam Abul Fidi Isma’il ibnu ‘Umar ibnu Katsir Al-Quraisy Ad-dimasyqf,
Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1, (Bandung: Algesindo, 2002), h. 556

% Ibnu Katsir, Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1, h. 557

10Syaikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, dan
Dudi Rasyadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) h. 804
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masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang piutang dengan
jaminan barang bergerak.!

Perkembangan Pegadaian Syariah dalam dasawarsa 2000-an
semakin pesat, khususnya di Indonesia. Ini terlihat dari kemauan warga
masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan
prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik
ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip
hukum Islam. Hal dimaksud, dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari
warga masyarakat Islam di berbagai daerah yang menginginkan
pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian
syariah. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syariah dan
mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.2

Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya jumlah nasabah, jenis
ragam produk dan jumlah kantor unit Pegadaian Syariah yang tersebar di
setiap kabupaten dan kota di Tanah Air. Hadirnya lembaga tersebut
diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-
praktik lintah darat yang dapat merugikan dan memberatkan masyarakat.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit
Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari
2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar,
Semarang, Surakarta dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga
September 2003.14

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut ar-rahn. Rahn

menurut syariah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang

Hzainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 9

12 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah., h. 15

13Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah (Jakarta: Kementerian
Agama RI), h. 1-4

4Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah ( Jakarta: Zikrul
Hakim, 2008), h. 188
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memungkinkan ditarik kembali. Rahn juga bisa diartikan menjadikan
barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai
jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil
utangnya semuanya atau sebagian. Dalam teknis perbankan, akad ini dapat
digunakan sebagai agunan tambahan pada pembiayaan yang berisiko
tinggi. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani
kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif,
seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang.
Barang atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan
jaminan atau sebagai tanggungan hutang sehingga barang jaminan menjadi
hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan
hutang.

Pegadaian syariah tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya
pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.®

Landasan hukum gadai sebagai produk Pegadaian Syariah. Q.S Al-

Bagarah: 283.
%

c st 8 T d e Te T \z 21K A

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan
seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang...” (QS.
Al-Bagarah [2]: 283)

Ayat ini menerangkan tentang muamalah (transaksi) yang dilakukan
tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis
yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan

(Jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali jika

Khotibul Umam, Perbankan Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 173
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masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah,
maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan.

Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan
dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai, dan tidak
ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan
tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Rasulullah
SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah,
sedangkan beliau tidak dalam perjalanan.®

Salah satu produk Pegadaian Syariah adalah produk Arrum BPKB
yaitu pembiayaan untuk usaha mikro berprinsip syariah untuk
mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan jaminan
BPKB Kendaraan Bermotor. Melalui produk ini, kendaraan tetap pada
pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-
sehari.

Salah satu bukti sah kepemilikan barang yang dapat diterima sebagai
jaminan pada produk pembiayaan arrum pegadaian syariah ialah Bukti
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). BPKB adalah buku yang
dikeluarkan/diterbitkan oleh satuan lalu lintas polri sebagai bukti
kepemilikan kendaraan bermotor. Nilai yuridis pada BPKB berfungsi
sebagai bukti atas kepemilikan kendaraan bermotor yang sah. Buku ini
memberikan legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang berlaku
selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan.

Produk pembiayaan arrum BPKB menawarkan proses yang mudah
dan cepat, sehingga dana dapat cair hanya dalam tiga hari. Sebelum
nasabah mengajukan pinjaman atau pembiayaan usaha, nasabah harus
melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha, lalu juru taksir dari

pegadaian syariah akan melakukan survei tempat dan kondisi usaha.

Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 437-438
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Selanjutnya, tim mikro menyetujui besaran pembiayaan, dan dana
pembiayaan sudah dapat diterima oleh nasabah.!’ Nasabah produk arrum
BPKB pada umumnya berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah
yang memerlukan dana instan. Sebagian dari nasabah tesebut tidak
memiliki akses ke bank, sehingga apabila mereka memerlukan dana,
umumnya akan mengambil pembiayaan di lembaga keuangan yang
memiliki prosedur pinjaman uang yang praktis dan mudah.'® Dengan
demikian keberadaan produk Arrum BPKB di pegadaian syariah ini sangat
membantu dalam meringankan beban para pelaku usaha mikro kecil dalam
memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/1112008 menjelaskan rahn tasjily
adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan
tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan
bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman (murtahin).
Dalam akad ini, penerima pinjaman (rahin) menyerahkan bukti
kepemilikan barang kepada murtahin dan penyerahan ini tidak
memindahkan kepemilikan barang meskipun demikian murtahin
berkewenangan untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi
wanprestasi.

Keberadaan produk Arrum BPKB di pegadaian syariah ini sama atau
termasuk dalam fidusia, namun berbeda dengan dengan gadai tradisional.
Dalam gadai tradisional, yang ditahan adalah barang jaminannya, bukan
bukti kepemilikannya.

Sedangkan dalam fidusia juga diatur bahwa dalam gadai tidak perlu

Yhttps://www.pegadaian.co.id/produk/arrum diakses pada tanggal 11 Februari 2020

BUdiyana Anita Sari, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit
Gadai Pada PT. Pegadaian (PERSERQ) Cabang Probolinggo, Universitas Muhammadiyyah
Malang, 2013
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yang diserahkan kepada debitur berupa bendanya, tapi cukup bukti
kepemilikannya saja seperti BPKB untuk kendaraan bermotor atau
sertifikat, akta jual beli, dan girik untuk tanah.

Fidusia dalam dunia hukum Indonesia dikenal dengan istilah
penyerahan hak milik secara kepercayaan. Menurut hukum fidusia, utang
dijamin dengan jaminan fidusia sudah dibayar lunas sesuai yang
diperjanjikan, maka titel kepemilikan atas benda tersebut diserahkan
kembali oleh kreditur kepada debitur

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul IMPLEMENTASI AKAD RAHN TASJILY
DALAM FATWA DSN MUI NO: 68/DSN-MUI/IN1/2008 PADA
PRODUK ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre

Bekasi.

. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat
diidentifikasikan masalahnya sebagai berikut:

1. Banyak orang yang sudah memiliki usaha, namun kesulitan untuk
menjalankan dan mengembangkan usahanya dikarenakan keterbatasan
modal.

2. Untuk mendapatkan pinjaman modal, tidak sedikit orang meminjam
melalui rentenir dengan bunga selangit yang akhirnya menyengsarakan
peminjam di kemudian hari.

3. Bank dan pegadaian konvensional juga menyediakan aplikasi pinjaman
modal, tetapi juga tetap dengan praktik bunga, walaupun tidak sebesar
rentenir.

4. Praktik bunga atau riba diharamkan dalam Islam.

5. Salah satu cara mendapatkan tambahan modal untuk menjalankan dan
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mengembangkan usaha tanpa bunga atau riba, yaitu dengan
menggadaikan barang di Pegadaian Syariah.

6. Agar praktik gadai di Pegadaian Syariah sesuai syariah, maka Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa No.
68/DSN-MUI/111/2008 tentang Rahn Tasjily.

7. Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi menyediakan produk

pembiayaan berdasarkan rahn tasjily berupa Arrum BPKB.

C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan dengan identifikasi masalah di atas, maka penulis perlu
membatasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak memberi
pengertian yang luas. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini yaitu
Implementasi akad rahn tasjily dalam fatwa DSN-MUI NO: 68/DSN-
MUI/111/2008 pada produk arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang

Islamic Centre Bekasi.



D. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan akan
dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan akad rahn tasjily pada produk Arrum BPKB
pada PT Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi?
2. Apakah akad Rahn Tasjily di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre
Bekasi sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/111/2008?

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pemaparan pada perumusan masalah di atas, maka

tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi akad Rahn Tasjily pada produk Arrum
BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi.

2. Untuk mengetahui Pembiayaan Rahn Tasjily di Pegadaian Syariah
Cabang Islamic Centre Bekasi sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:
68/DSN-MUI/111/2008.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah
keilmuan di bidang ekonomi dan dapat memberikan kontribusi
pemikiran, umumnya pada Pegadaian Syariah khususnya Fakultas
Syariah.

2. Secara praktis hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan
informasi dan manfaat bagi masyarakat, akademisi, Pegadaian Syariah
dan penulis.

G. Tinjauan Pustaka
Kajian pustaka guna memperoleh gambaran yang berkaitan dengan
topik yang akan diteliti dari penelitian terdahulu yang sejenis, sehingga
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tidak terjadi pengulangan penelitian. Berikut penulis menemukan beberapa

penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

1. Anggarian (2014), meneliti tentang sinkronisasi Fatwa DSN-MUI
N0.68/DSN- MUI/111/2008 dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tersebut dinyatakan bahwa pada jaminan utang piutang dengan
rahn tasjily perlu pengikatan jaminan secara formal untuk memberikan
kekuatan yang mengikat terhadap ketentuan fatwa rahn tasjily dan
memberi kekuatan pembuktian yang sempurna dalam meminimalisir
perbuatan yang merugikan para pihak. Dalam penelitian ini, penulis
melakukan studi lapangan untuk mengevaluasi bentuk dan pengaruh
pengikatan jaminan pada pelaksanaan rahn tasjily.°

2. Rizki (2016), menyimpulkan bahwa pelaksanaan rahn tasjily dalam
pembiayaan amanah di cabang Pegadaian Syariah Radin Intan telah
sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, baik yang
penyangkut al-aqid. Al-ma’qud ‘alaih maupun sighat dan dapat
dijadikan pilihan untuk pembiayaan dengan prinsip syariah.?

3. Ira (2016), metode yang digunakan penulis untuk mengkaji
permasalahan ini adalah metode yuridis normatif yang kemudian di
analisis secara yuridis kualitatif. Penulis menyimpulkan pada aspek
kelembagaan, permasalahan yuridis yang ada berupa adanya dua sistem
ekonomi yang diberlakukan dalam tubuh PT Pegadaian (Persero) dan
posisi pegadaian syariah yang merupakan unit pemasaran produk-
produk PT. Pegadaian (Persero) yang berbasis hukum Islam sehingga
perlu dilakukan pemisahan, selain itu, pada Pegadaian Syariah tidak

1 Anggarian Andisetya, “Sinkronisasi Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/111/2008
tentang Rahn Tasjily Terhadap Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, Universitas Brwijaya Malang, 2014.

2Muhammad Rizki Kurniawan, Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Dalam Produk
Amanah Pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung,
Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.
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terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi
terlaksananya ketentuan-ketentuan Islam dalam operasional Pegadaian
Syariah. Permasalahan pada aspek payung hukum Pegadaian Syariah
terdiri atas tidak adanya pengaturan perundang-undangan secara khusus
yang mengatur masalah pegadaian maupun pegadaian syariah dan
adanya ketidaksingkronan antara fatwa DSN MUI Nomor 25/111/DSN
MUI/2002 tentang Rahn yang menjadi 26 acuan kemunculan fatwa DSN
MUI nomor 68/111/DSN MUI/2008 tentang Rahn Tasjily.?

4. Masriani dan Ana (2018), penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif. Selain pendekatan kualitatif, penulis juga
memperoleh data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
Penulis menyimpulkan bahwa ada yang tidak sesuai dengan
Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/IN1/2008, yaitu
adanya biaya ijarah yang dikaitkan dengan besarnya ijarah dan adanya
biaya yang tidak riil yaitu infag yang dalam penggunaannya ada yang
tidak digunakan untuk kepentingan rahn tasjily.??

5. Nindea (2019), penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif
yaitu dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan juga
penelitian doktrinal yang bertujuan memberi pemaparan yang sistematis
mengenai sebuah aturan hukum. Peneliti menyimpulkan bahwa
peraturan hukum di Indonesia belum sepenuhnya menjamin
pelaksanaan gadai tanah pertanian dengan akad Rahn Tasjily. Dan upaya
penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian di Pegadaian Syariah jika
terjadi wanprestasi dilakukan mediasi yang diatur dalam dalam Fatwa

2ra Chandra Puspita, Pengembangan Konsep Rahn Dalam pegadaian Syariah Di PT
Pegadaian (Persero) Indonesia, Universitas Brawijaya, 2016.

22Masriani Mahyuddin dan Ana Fitriyatul Bilgies, Analisis Implementasi Pembiayaan
Rahn Tasjily Terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-
MUI/11/2008 Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang
Balongpanggang, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan, 2018.
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DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2004 tentang Pembiayaan yang
disertai Rahn sengketa yang terjadi dalam transaksi gadai tanah Rahn
Tasjily diselesaikan melalui musyawarah jika tidak menemui titik temu
maka dilanjutkan ke Pengadilan serta melalui jalur litigasi yaitu proses

pengadilan di Peradilan Agama.?®

Kelima penelitian tersebut di atas mengkaji tentang rahn dan rahn
tasjily di Pegadaian Syariah. Yang membedakan penelitian ini dengan
penelitian tersebut di atas adalah obyek penelitiannya. Semua objek
penelitian tersebut di atas bukan tentang Arrum BPKB seperti penelitian
yang dilakukan oleh penulis. Dengan demikian, penelitian ini hanya
mengkaji pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah

Cabang Islamic Centre Bekasi. 21

H. Sistematika Penulisan
Penelitian ini dibuat agar memberikan kemudahan bagi pembacanya
dalam memahami dan memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika
ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang
lain.
Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah

sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan
Bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi
masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi

BNindea Hanaresti, Kesesuaian Akad Rahn Tasjily Dalam Transaksi Gadai Tanah Di
Pegadaian Syariah, Universitas Jember, 2019.
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Bab 11

Bab 111

Bab IV

Bab V

penelitian, dan sistematika penulisan.

Kajian Teori
Bab ini membahas tentang pengertian Gadai Syariah,

Barang Jaminan dalam Hukum Positif, dan Fidusia.

Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian,
tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik
pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini membahas hasil penelitian yaitu Mekanisme
Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily di Pegadaian Syariah
Cabang Islamic Centre Bekasi dan Analisis Kesesuaian
Syariah pada Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Berdasarkan
Fatwa No.68/DSN-MUI/I11/2008.

Penutup
Menjawab rumusan masalah dankesimpulan dari penelitian

yang telah dilakukan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan mengenai kesesuaian pelaksanaan akad rahn
tasjily dalam Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/111/2008 Pada Produk

Arrum BPKB (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi),

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Arrum BPKB merupakan pembiayaan yang hanya dapat
diberikan khusus kepada nasabah yang telah mempunyai usaha yang
membutuhkan sejumlah dana untuk mendukung dan mengembangkan
usahanya. Pembiayaan Arrum BPKB menerapkan akad rahn tasjily.
Pelaksanaan akad rahn tasjily pada pembiayaan Arrum BPKB di
Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi mensyaratkan Bukti
Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai barang jaminannya.

2. Pelaksanaan akad Rahn Tasjily pada produk pembiayaan Arrum BPKB
di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi sesuai dengan
Fatwa DSN-MUI No0.68/DSN-MUI/I11/2008 tentang rahn tasjilyyang
ditetapkan Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia pada
tanggal 6 Maret 2008. Analisis kesesuaian tersebut telah terpenuhi
berdasarkan fakta tidak adanya pertentangan dengan prinsip-prinsip

syariah dan terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang ada, serta penelitian yang telah

dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

103
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1. Pegadaian Syariah hendaknya lebih mensosialisasikan tentang rahn
tasjily dan produk Pegadaian Syariah lainnya agar masyarakat
mengetahui bahwa di samping pembiayaan konvensional juga ada
pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Sehingga masyarakat
tergugah untuk melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah

2. Adanya penelitian lanjutan tentang rahn tasjily dan produk Pegadaian
Syariah lainnya di masa yang akan datang dengan harapan masyarakat
semakin memahami keberadaan Pegadaian Syariah dan memanfaatkan
produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah yang
dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah.
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